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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan bab-bab 

sebelumnya, penulis akan memberikan kesimpulan untuk menjawab kedua 

rumusan masalah, yaitu:  

Pertama, bahwa peran prinsip pembangunan berkelanjutan sangatlah 

besar dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer. Pembangunan rendah 

karbon merupakan upaya pemerintah menurunkan tingkat emisi nasional 

dan juga cara pemerintah untuk menerapkan serta mengimplementasikan 

prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan nasional. 

Kedua, bahwa dilihat dari fungsi hukum normatif Indonesia telah 

memiliki beberapa regulasi dan kebijakan yang dapat mendorong upaya 

mitigasi perubahan iklim, upaya adaptasi perubahan iklim serta upaya 

perlindungan lapisan ozon. Regulasi dan kebijakan ini dapat mendorong dan 

memudahkan terwujudnya pelestarian fungsi atmosfer.  

Ketiga, bahwa dilihat dari fungsi hukum instrumental, pemerintah 

telah memiliki beberapa instrumen yang dapat membantu pelaksanaan 

pelestarian fungsi atmosfer, seperti pendanaan, sumber daya manusia dan 

teknologi.  

Keempat, dilihat dari fungsi hukum jaminan, telah terdapat target 

internasional dan komitmen global yang dapat menekan pemerintah untuk 

dapat menurunkan emisi GRK nasional, yakni target yang telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Paris yang telah membuat pemerintah menetapkan target 

penurunan emisi sebesar 29% dari BAU 2030 dengan upaya sendiri, dan 

sampai dengan 41% dengan bantuan internasional.  

Kelima, ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah 

untuk mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer antara lain: meningkatkan 

komitmen penurunan emisi GRK nasional; melengkapi regulasi mengenai 

pelestarian fungsi atmosfer; memperkuat teknologi yang dapat menunjang 
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upaya pemerintah dalam mewujudkan pelestarian fungsi atmosfer; 

memastikan pembangunan rendah karbon dapat dilaksanakan sehingga 

dapat menunjang upaya pelestarian fungsi atmosfer;  meningkatkan 

kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi 

atmosfer; serta memperkuat penegakan hukum. 

 

5.2.  Saran 

Saran ini penulis tunjukan terhadap pemerintah, karena pemerintah 

memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer. 

Dalam penulisan hukum ini, penulis telah menjabarkan beberapa upaya 

yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pelestarian fungsi 

atmosfer. Maka upaya-upaya tersebut merupakan sebuah saran yang penulis 

berikan untuk pemerintah agar dapat mewujudkan pelestarian fungsi 

atmosfer. Namun dari upaya-upaya tersebut, ada tiga hal penting yang ingin 

penulis sampaikan sebagai saran untuk pemerintah: 

Pertama, pemerintah perlu menetapkan target net zero emission 

secepatnya. 

Kedua, pemerintah perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

yang mengatur mengenai pelestarian fungsi atmosfer. 

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum di bidang 

sumber daya alam dan lingkungan hidup. 
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